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Sugianto Nangolah : Aset Daerah Harus Dikelola
Secara Optimal
KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima
kunjungan  kerja  dari  Badan  Pembentukan  Perda  (Bapemperda)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam rangka
studi banding terkait tata kelola aset daerah. Pertemuan ini
menyoroti  strategi  optimalisasi  aset  sebagai  langkah
meningkatkan  pendapatan  daerah.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Musyawarah
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Jawa  Barat,  Ketua  Badan
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Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah
menjelaskan  bahwa  optimalisasi  aset  menjadi  krusial  dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

dok DPRD Jawa Barat

“Jika aset tidak dapat dikelola dengan optimal, maka sumber
pendapatan daerah menjadi terbatas. Contohnya, gedung bioskop
peninggalan belanda di cimahi yang luas dan strategis, namun
hanya disewakan seharga Rp600 juta, itu tentu tidak sebanding
dengan nilai asetnya,” ucap Sugianto Nangolah, Kota Bandung,
Kamis (13/03/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap BOT
(Build Operate Transfer) seperti lapangan golf BGG (Bandung
Giri  Gahana)  agar  setoran  kepada  pemerintah  dapat  lebih
optimal.

“Setiap aset yang dimiliki Jawa Barat harus dievaluasi untuk
memastikan  nilai  ekonominya  bisa  dimaksimalkan  untuk
kepentingan  daerah,“  tambahnya.

Dalam  kunjungan  tersebut,  pembahasan  juga  mencakup
optimalisasi  kinerja  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD).
Bapemperda DPRD Jawa Barat berencana mengatur mekanisme Reward
& Punishment bagi direktur BUMD.

“Direktur BUMD yang tidak mampu menyetor dividen harus siap
mundur.  Sebaliknya,  jika  mereka  berhasil  meningkatkan
pendapatan, maka akan diberikan insentif tambahan,” jelasnya.

Melalui  langkah-langkah  ini,  Bapemperda  Jawa  Barat  optimis
dapat meningkatkan efektivitas tata kelola aset dan BUMD untuk
mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih
besar dan berkelanjutan.
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Pemkot Bandung Komitmen Amankan Seluruh
Aset Kebun Binatang Bandung
BANDUNG, Prolite – Kasus dugaan penyalahgunaan lahan Kebun
Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini
memasuki  babak  baru.  Sebelumnya,  Kejati  Jawa  Barat  telah
menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu S dan RBB.

Lahan Kebun Binatang Bandung yang terletak di Jalan Kebun
Binatang No. 6 dengan luas sekitar meter persegi dan di Jalan
Kebun Binatang No. 4 seluas 285 meter persegi merupakan aset
milik  Pemerintah  Kota  Bandung  yang  tercatat  dalam  Kartu
Inventaris Barang (KIB) model A pada tahun 2005.
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Atas  hal  tersebut,  Pj  Wali  Kota  Bandung,  A.  Koswara
menyampaikan, kasus ini telah melalui serangkaian pemeriksaan
oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Kejaksaan  Tinggi
(Kejati) Jawa Barat.

“Kasus ini sudah cukup lama diperiksa oleh BPK dan Kejati.
Beberapa tahapan pemeriksaan telah dilakukan hingga akhirnya
diperoleh  bukti-bukti  yang  menguatkan  untuk  menetapkan
tersangka. Ini juga merupakan langkah Pemkot untuk mengamankan
seluruh aset yang ada, mengingat banyak pihak yang tidak patuh
dalam  pemanfaatan  aset  tersebut,”  ujarnya,  di  sela-sela
peninjauan TPS di Kelurahan Pasir Kaliki, Rabu 27 November
2024.

Ia menyebut, Pemkot Bandung juga bekerja sama dengan Aparat
Penegak Hukum (APH) untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset
daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.

Sebagai  informasi,  Sejak  30  November  2007,  lahan  Kebun
Binatang Bandung tersebut dimanfaatkan oleh Yayasan Margasatwa
Tamansari Bandung melalui perjanjian sewa-menyewa.

Namun,  perjanjian  tersebut  telah  berakhir  tanpa  ada
perpanjangan. Yayasan Margasatwa Tamansari tetap menggunakan
lahan Kebun Binatang Bandung tersebut tanpa menyetor hasil
sewa ke kas daerah Pemerintah Kota Bandung.

Kepala  Seksi  Penerangan  Hukum  Kejati  Jabar,  Nur
Sricahyawijaya, mengungkapkan, akibat tindakan para tersangka,
negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 25 miliar.

Kerugian tersebut terdiri dari nilai sewa tanah, Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), serta perjanjian sewa lahan yang dilakukan
tersangka S pada tahun 2022 senilai Rp 16 miliar. Selain itu,
terdapat penerimaan uang sewa sebesar Rp 5,4 miliar dari John
Sumampauw dan pembayaran PBB untuk tahun 2022 hingga 2023
sebesar Rp 3,5 miliar.

Kedua  tersangka  telah  diperiksa  selama  enam  jam  pada  25



November 2024 dan langsung ditahan untuk 20 hari ke depan,
hingga 14 Desember 2024. Mereka dikenakan Pasal Primair Pasal
2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal
3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang yang sama.


